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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang memiliki kesempatan hidup yang berbeda-beda, tetapi dari
kesempatan itu setiap orang dapat mempergunakan kesempatan yang ada menjadi
kesempatan yang bernilai. Bekerja adalah salah satu kegiatan seseorang dalam
menunjang kehidupannya. Tidak terlepas baik seseorang itu berasal dari negara itu
sendiri ataupun bersalah dari warga negara asing, orang tersebut harus memenubhi
kebutuhan hidupnya dengan bekerja.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki lapangan pekerja yang
cukup banyak. Perkembangan perekonomia yang dimiliki Indonesia, diantaranya
banyak pulau dengan sumber daya alam yang melimpah dalam banyak hal lain,
seperti perikanan, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan lain-lain. Untuk dapat
digunakan secara maksimal kekayaan alam di negara ini, diperlukan juga banyak
pembangunan infrakstruktur sarana prasarana dalam pembangunan. Hal ini menjadi
tugas dan peran bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan usaha yang baik di
negara ini.

Salah satu hasil usaha pemerintah yang dapat kita lihat berasal dari
pertumbuhan investasi. Arus investasi asing bersifat fluktuatif dan sangat
tergantung dari iklim investasi dari negara yang bersangkutan!. Bagi negara

investor sebelum melakukan investasi terlebih dahulu akan menilai terhadap aspek-

1 Erman Rajaguguk, 2007, Hukum Investasi di Indonesia, Anatomi Undang-Undang No.25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal, cet.1, universitas al-azhar, Jakarta, hal. 27.
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aspek yang mempengaruhi iklim investasi, yaitu kesempatan ekonomi (economic
opportunity), kepastian hukum (legal certainty), dan stabilitas politik (political
stability).?

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki potensi yang besar
sehingga banyak investor-investor baik investor lokal maupun investor asing yang
berinvestasi di Indonesia.® Perkembangan iklim investasi di Indonesia setidaknya
dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang menjadi tujuan investor,
diataranya:*

1. Adanya peraturan atau kebijaksanaan yang mendukung investor asing
menanamkan modal di Indonesia;

2. Tenaga kerja yang besar dengan upah yang relatif rendah;

3. Pasar produksi yang luas karena jumlah penduduk Indonesia yang besar.

4. Sumber kekayaan alam yang tersedia;

5. Stabilitas politik;

6. Adanya kepastian hukum dan konsistensi peraturan dan penerapannya.

Secara umum investasi dibedakan menjadi Direct Investment dan Portofolio
Investment.® Direct investment sering diartikan sebagai kegiatan penanaman modal

yang melibatkan: (i) pengalihan dana (transfer of fund); (ii) proyek yang memiliki

2 pancras J. Nagy, 1979, Country Risk, How to asses, Quantity and Monitor, Euromony Publication,
London, hal. 54.

% Sujud Margono, 2008, Hukum Investasi Asing di Indonesia, Novindo Pustaka Mandiri,

Jakarta, hal. 2.

4 Nindyo Pramono, 2006, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Citra Aditya Bakti,

Bandung, hal. 173.

5 M. Sornajah, 2004, The International Law on Foreign Investment, 2nd Ed., Cambridge
Univercity press, Cambridge, hal 7., sebagaimana dikutip dalam David Kauripan, 2013, Aspek
Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Prenada Media Grup, Jakarta, hal 19.



jangka waktu panjang (long-term project); (iii) tujuan memperoleh pendapatan
regular (the purpose of regular income); (iv) partisipasi dari pihak yang melakukan
pengalihan dana (the participation of person transferring the fund) dan (v) suatu
resiko usaha (business risk).®

Dalam upaya menumbuhkan pembangunan dan perekonomian dari hasil
investasi, setiap negara harus berusaha menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam
bidang penanaman modal. Keberhasilan pembanguan nasional suatu negara akan
meningkatkan citra dan reputasi negara tersebut, dalam hubungan antar negara di
tataran internasional.” Dengan citra suatu negara yang lebih baik, maka potensi
terjalinnya hubungan ekonomi dan perdaganan internasional dengan negara lain
juga akan meningkat.

Tetapi selain pemerintah yang mengelolah lapangan kerja, orang umum pun
diperboleh kan meningkatkan lapangan kerja atau biasa yang disebut badan usaha.
Badan usaha merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam suatu bidang
usaha. Di dalam badan usaha terdapat banyak aspek yang dapat dikaji seperti aspek
hukum, teknis, dan ekonomi. Tetapi harus dipahami badan usaha itu berbeda
dengan perusahaan. Badan usaha itu sebagai wadah untuk satu atau banyak
perusahaan yang mempunyai tujuan mencari ke untungan dari kegiatan-kegiatan
dan resiko yang telah dilakukan. Badan usaha adalah lembaga sementara
perusahaan yang merupakan wadah dimana perusahaan tadi melakukan

pengelolaan faktor-faktor produksi. Menurut Molengraaff pengertian perusahaan

6 Rudolf Dolzer dan Christoph Schreuer, 2008, Principles of International Investment Law, 1st Ed.,
Oxford University Press, hal 60., sebagaimana dikutip dalam David Kauripan.
" Jonker Sihombing, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, (Bandung: P.T. Alumni, 2009), hal.22
81bid
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adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak
keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-
barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian
perdagangan.®

Badan usaha mempunyai peranan yang sangat penting. Badan usaha
berperan sebagai:

1. Sumber pendapatan dalam negeri (pajak);
2. Penyedia barang dan jasa dalam negeri;
3. Sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

Ada beberapa faktor penting yang perlu menjadi perhatian kita saat ingin
mendirikan sebuah badan usaha. Faktor-faktor tersebut antara lain barang atau jasa
yang akan diproduksi, metode pemasaran hasil produksi barang atau jasa,
pengaturan struktur organisasi dalam badan usaha dan jenis badan usaha yang akan
dijalankan.®®

Pengertian perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
tentang Wajib Daftar Perusahaan pada Pasal 1 huruf b, yang dimaksud perusahaan

adalah:

“Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus
menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik
Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”

Istilah perusahaan untuk pertama kalinya terdapat di dalam Pasal 6 KUHD

yang mengatur mengenai penyelenggaraan pencatatan yang wajib dilakukan oleh

% Apiaty Kamaluddin. 2017. Administrasi Bisnis, CV Sah Media, Makassar, hal. 293.
10 Deni Damay. 2013. 501 Pertanyaan Terpenting Koperasi. Yogyakarta: Araska, hal 51.



setiap orang yang menjalankan perusahaan. Meskipun demikian, KUHD tidak
memuat penafsiran otentik mengenai arti perusahaan.

Menurut Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang
dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan,
dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan
perjanjian perdagangan.'? Polak mejelaskan bahwa suatu usaha untuk dapat di-
masukkan dalam pengertian perusahaan harus mengadakan pembukuan, yaitu
perhitungan mengenai laba untung dan laba rugi.®

Jenis perusahaan berdasarkan jumlah pemiliknya dapat diklasifikasikan
menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan atau kerjasama.
Perusahaan perseorangan didirikan dan dimiliki oleh satu orang pengusaha,
sedangkan perusahaan persekutuan didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang
pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan (maatschap, partnership).
Jenis perusahaan dari status hukumnya dapat dibedakan atas perusahaan badan
hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Perusahaan badan hukum ada yang
dimiliki oleh pihak swasta seperti Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi, serta ada
pula yang dimiliki oleh negara seperti Perusahaan Umum (Perum).*

Perusahaan yang berbadan hukum seperti PT dan Koperasi selalu berupa
persekutuan, sedangkan perusahaan yang bukan berbadan hukum dapat berupa

perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan yang hanya dimiliki oleh

1 Chidir Ali, 1987, Badan Hukum, Alumni, Bandung, hal. 79.

12 Abdulkadir Muhammad, 2002, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, hal. 7.

13 Chidir Ali, Op. Cit, hal. 105.

14 Rudhi Prasetya, 2002, Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, hal. 21.



pihak swasta. Dengan demikian, perusahaan bukan badan hukum merupakan
perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha
secara bekerja sama. Perusahaan persekutuan dapat menjalankan usahanya di
bidang perekonomian, misalnya perindustrian, perdagangan dan perjasaan. Adapun
bentuk perusahaan persekutuan dapat berupa Firma (Fa) dan Persekutuan
Komanditer atau Comanditaire Vennootschap yang sering disingkat CV.**Berbeda
dengan PT yang aturannya dibuat secara khusus pada Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007. Badan persekutuan lain seperti Firma, dan CV dasar hukumnya masih
mendasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang).

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang pada dasarnya
dipersamakan kedudukannya dengan orang dan mempunyai kekayaan yang
terpisah dengan kekayaan atau harta para pendirinya. Direksi Perseroan Terbatas
selaku pengurus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana
halnya dengan perorangan, serta dapat memiliki harta kekayaan sendiri. Sementara
itu, dalam persekutuan komanditer terdapat satu atau lebih sekutu komanditer atau
sekutu pasif (stille vennoten). Sekutu komanditer sendiri adalah sekutu yang hanya
menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan (inbreng), sehingga ia tidak
turut serta dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan.’

Pada suatu Persekutuan Komanditer atau Commanditaire Vennootschap

atau limited partnership, terdapat satu atau beberapa orang sebagai sekutu

15 Ibid,. hal 54.

16 R.T. Sutantya, R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1991, Pengertian Pokok Hukum, hal 51.
Perusahaan Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 19.
7 Ibid,. hal 52.
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komanditer. Sekutu komanditer hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga
kepada CV sebagai pemasuk dana dan mereka tidak turut campur tangan dalam
pengurusan dan penguasaan dalam persekutuan. Status hukum seorang sekutu
komanditer dapat disamakan dengan seorang yang meminjamkan atau
menanamkan modal pada suatu perusahaan dan diharapkan dari penanaman modal
itu adalah hasil keuntungan dari modal yang dipinjamkan atau diinvestasikan
tersebut.*®

H.M.N. Purwosutjipto tidak menyetujui penggunaan istilah “orang yang
meminjamkan uang atau pelepas uang” (geldscheiter) untuk menyebut sebagai
sekutu komanditer. Sekutu komanditer tidak sama dengan pelepas uang. Dalam
pelepas uang, uang atau benda yang diserahkan kepada orang lain (debitor) masih
dapat dituntut kembali apabila debitur jatuh pailit. Uang atau benda yang telah
di serahkan oleh sekutu komanditer kepada persekutuan menjadi kekayaan perseku-
tuan. Apabila persekutuan jatuh pailit, maka pemasukan uang tersebut tidak dapat
dituntut kembali.*®

Dalam pendirian suatu persekutuan komanditer terdapat 2 (dua) jenis
sekutu. Kedua jenis sekutu yang dimaksudkan, yaitu sekutu komanditer dan sekutu
komplementer. Sekutu komanditer atau sekutu diam (stille vennoten) atau sekutu
pasif (sleeping partners) adalah sekutu yang hanya memasukkan uang atau benda
ke kas persekutuan sebagai pemasukan (inbreng) dan berhak atas keuntungan dari

persekutuan tersebut. Menurut Pasal 20 ayat (3) KUH Dagang, tanggung jawab

18 |bid, hal. 20
19 H.M.N. Purwosutjipto, 1982, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2, Djambatan,
Jakarta, hal. 73.
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sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang disetor. Pasal 20 ayat
(2) KUH Dagang ditentukan pula bahwa sekutu komanditer tidak boleh ikut serta
dalam pengurusan persekutuan atau mencampuri sekutu kerja. Apabila aturan
larangan tersebut dilanggar oleh sekutu komanditer, maka berdasarkan Pasal 21
KUH Dagang sekutu kerja dapat memberikan sanksi kepada sekutu komanditer
berupa kewajiban bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan utang atau
perikatan yang dibuat oleh persekutuan. Sekutu biasa (sekutu aktif atau sekutu kerja
atau sekutu komplementer) adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan.
Sekutu inilah yang aktif menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan
hukum dengan pihak ketiga, sehingga tanggung jawab adalah tanggung jawab
secara pribadi untuk keseluruhan. Oleh karena sekutu ini yang menjalankan
perusahaan, maka sekutu ini disebut juga managing partners. Pada Pasal 17 KUH
Dagang ditetapkan apabila sekutu kerja lebih dari satu orang, maka di dalam
Anggaran Dasar harus ditegaskan apakah di antara mereka ada yang tidak
diperkenankan bertindak ke luar untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak
ketiga. Walaupun sekutu kerja tersebut tidak diberi kewenangan untuk melakukan
hubungan hukum dengan pihak ketiga, tidak berarti menghilangkan sifat tanggung
jawabnya secara pribadi untuk keseluruhan.?

Dengan demikian bahwa dalam persekutuan komanditer terdapat
persekutuan intern antara sekutu biasa dan sekutu komanditer. Sekutu biasa
memiliki kewajiban untuk memasukkan uang atau barang ke dalam persekutuan

dan/atau memasukkan tenaganya untuk menjalankan persekutuan. Sekutu biasa

20 R.T. Sutantya, R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1991, op.cit, hal. 34.



memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atas kerugian yang diderita
persekutuan dalam menjalankan usahanya. Sementara itu, sekutu komanditer hanya
memasukkan uang atau barang saja ke dalam kas persekutuan dan juga hanya
bertanggungjawab sebesar pemasukan (inbreng) atau modal yang ia masukan.
Pembagian keuntungan dan kerugian diantaranya juga tidak diwajibkan harus
diatur dalam akta pendirian atau anggaran dasar persekutuan, sehingga besar
kemungkinan dapat berpotensi terjadinya konflik di kemudian hari, yang cukup
sulit jika diselesaikan secara adil tanpa pihak ketiga atau pengadilan.?

Fleksibilitas dalam pendirian dan pengelolaan CV, dalam praktiknya telah
menyebabkan terjadinya perkembangan dalam aspek kedudukan hukum maupun
permodalan CV. Terkait dengan aspek permodalannya, apabila modal CV dianggap
belum mencukupi, maka CV yang semula atas nama perseorangan dapat
di kembangkan menjadi CV (yang terdiri dari Sekutu Komanditer dan Sekutu
Komplementaris. Kekurangan modal yang diperlukan dibagi-bagi atas beberapa
saham dan masing-masing pemegang saham bertindak sebagai Sekutu Komanditer
dalam kedudukannya sebagai pemegang saham CV tersebut. Melalui cara ini,
terdapat hal positif di dalamnya, yaitu kedua orang tersebut atau lebih yang terikat
dalam akta perjanjian CV tersebut dapat menghimpun dana yang lebih besar untuk
membiayai kegiatan usahanya.

Ada 2 (dua) cara yang dapat dikembangkan untuk memperoleh pemilikan
saham suatu CV oleh Sekutu Komanditer, yakni dengan atau tidak dibayar penuh

secara tunai. Apabila Komanditaris membayar saham penuh secara tunai,

2 1bid, hal 51.



kepadanya dapat diberikan “saham atas tunjuk” atau pembawa (bearer shares) atau
disebut juga dengan share issue in bearer form. Dalam hal ini, nama Komanditaris
sebagai pemegang saham atau pemilik saham tidak disebutkan dan siapa yang dapat
menunjukkan saham tersebut dianggap sebagai pemiliknya. Saham atas tunjuk yang
tidak menyebutkan pemiliknya sering juga dinamakan dengan istilah “saham
blanko”. Oleh karena itu, peralihan saham atas tunjuk kepada orang lain sangat
dimungkinkan dengan penyerahan biasa tanpa formalitas.??

Apabila pengambilan dan/atau perolehan saham oleh Komanditaris tidak
dibayar penuh secara tunai, maka yang harus diberikan kepadanya dikenal dengan
istilah saham “atas nama” (aandelen op naam, registered share). Dalam hal ini,
nama Komanditaris harus disebut di atas saham agar pemiliknya jelas. Pihak
Komanditaris dalam mengalihkannya kepada pihak lain (penggantian persero),
hanya dapat dilakukan yang dengan cara “endosemen” yang disertai dengan
penyerahan saham tersebut. Secara sepintas, adanya persamaan kedudukan
pemegang saham (shareholders) dalam PT dengan CV atas saham.?® Namun
demikian, prinsip hukum dalam suatu perseroan terbatas adalah bahwa tidak
mungkin ada modal yang tidak dibagi ke dalam saham-saham, dan tidak mungkin
pula ada saham yang tidak diambil dari modal perseroan. Dalam hal ini, saham
menjadi salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah Perseroan
Terbatas. Saham merupakan tanda penyertaan modal dalam suatu PT sebagai tanda

bukti kepemilikan modal. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007,

22 bid, hal. 35.
23 1bid, hal 55.
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saham tersebut dikeluarkan atas nama pemiliknya sehingga menjadi tanda bukti
kepemilikan atas saham suatu PT.?* Adapun mengenai bentuk persekutuan
komanditer, H.M.N. Purwosutjipto menyebutkan ada tiga macam, yakni
persekutuan komanditer diam-diam, persekutuan komanditer terang-terangan, dan
persekutuan komanditer atas saham.? Persekutuan komanditer diam-diam adalah
perseroan komanditer yang belum menyatakan dirinya secara terang-terangan
kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Ke luar, persekutuan ini
masih menyatakan dirinya sebagai persekutuan firma, tetapi ke dalam sudah
menjadi persekutuan komanditer, sehingga secara intern kedudukan para sekutu
telah dibedakan antara sekutu kerja dan sekutu komanditer. Persekutuan
komanditer terang-terangan adalah persekutuan komanditer yang dengan terang-
terangan menyatakan dirinya sebagai persekutuan komanditer kepada pihak ketiga.
Sementara itu, perseroan komanditer atas saham adalah persekutuan komanditer
terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham. Pada hakikatnya
persekutuan semacam ini adalah sama saja dengan persekutuan komanditer biasa
(terang-terangan). Perbedaannya terletak pada pembentukan modalnya, yaitu
dengan cara mengeluarkan saham-saham.?

Dalam melakukan penyetoran modal pendirian CV, maka di dalam
anggaran dasar CV tidak disebutkan pembagiannya untuk pemegang saham seperti
halnya PT. Mengenai tata cara pendirian perseroan komanditer tidak jauh berbeda

dengan persekutuan firma. Pada umumnya pendirian persekutuan komanditer

24 bid, hal 58.
%5 H.M.N. Purwosutjipto, op.cit., hal. 75-77.
%6 |bid, hal 57.
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dilakukan dengan akta nortaris. Di dalam akta pendirian perseroan komanditer
memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Nama persekutuan dan kedudukan hukumnya;

2. Maksud dan tujuan didirikan persekutuan;

3. Mulai dan berakhirnya persekutuan;

4. Modal persekutuan;

5. Penunjukkan siapa sekutu biasa dan sekutu komanditer;

6. Hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing sekutu; dan

7. Pembagian keuntungan dan kerugian persekutuan.

Sejak diterbitkannya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tersebut,
permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata harus
dilakukan dengan terlebih dahulu dengan pengajuan nama CV, Firma, dan
Persekutuan Perdata. Dalam Pasal 3 ayat (1) Permenkumham No. 17 Tahun 2018
menyatakan, permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan
Perdata diajukan oleh Pemohon kepada Menteri. Setelah itu, ikhtisar akta pendirian
persekutuan tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia. Substansi minimal anggaran dasar suatu perseroan terbatas diatur pada
Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas. Ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa anggaran dasar suatu
perseroan terbatas sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. nama dan tempat kedudukan Perseroan;

2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

3. jangka waktu berdirinya Perseroan;

12



4. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

5. jumlah saham, Kklasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk
tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai
nominal setiap saham;

6. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

7. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

8. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan
Dewan Komisaris;

9. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas lebih lanjut telah menetapkan secara tegas mengenai modal dasar dari
perseroan terbatas yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Berdasarkan
uraian di atas dapat disimpulkan bahwa CV dapat menghimpun dana yang lebih
besar untuk membiayai kegiatan usahanya dengan cara CV atas saham. Namun
demikian, kepastian dan kekuatan hukum para pemegang saham dalam CV atas
saham belum jelas seperti halnya pada PT. Pasal 19 KUH Dagang terkait dengan

definisi CV secara normatif hanya menyebutkan bahwa:

“Persekutuan dengan jalan meminjam uang atau disebut juga persekutuan komanditer, di-
adakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi dan untuk
seluruhnya dengan seorang atau lebih sebagai peminjam uang”

Dengan kata lain, pengaturan CV pada umumnya diatur pada KUH Dagang
dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 KUH Dagang. Tetapi, pengaturan dengan
pola pemberian pinjaman uang dalam bentuk saham atau dalam bentuk yang lain
dalam suatu CV, belum diatur secara spesifik dan jelas. Dengan kata lain belum ada

aturan yang mengatur secara normatif tentang pengaturan CV atas saham.
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Berdasarkan hal tersebut sudah jelas adanya kekosongan norma (rechtsvacuum)
atas keberadaan saham pada suatu CV.

Oleh karena tidak ada pengaturannya, atau terjadi kekosongan norma
(rechtsvacuum) dalam hal CV atas saham. Sebagai penulis saya, ingin menjabarkan
dan menjelaskan dengan sebaik-baiknya dalam skripsi ini, yang berjudul
“TINJAUAN YURIDIS ATAS SENGKETA KEPEMILIKAN SAHAM PADA
PERSEROAN KOMADITER (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3007
K/Pdt./2014)”.

Penulisan dan penelitian penulis ini, berkaitan dan/atau diambil dari
beberapa sumber penelitian pendahulunya. Berikut penulis cantumkan beberapa
penelitian yang berkaitan dan beberapa bagian yang penulis ambil dari beberapa
karya penulisan pendahulu; Analisi Yuridis Terhadap Perjanjian Nominee Atas
Kepemilikan Saham Pada Perseroan Terbatas (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Medan Nomor: 1269/Pid.B/2013/PNMdn. Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor
3007 k/Pdt./2014), oleh Joko Prabowo, Universitas Sumatera Utara Medan, tahun

2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka
dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana pengaturan mengenai perseroan komanditer di dalam

hukum Indonesia?
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1.2.2 Bagaimana penerapan hukum atas pemberian modal atau inbreng pada
putusan pengadilan pada perkara Studi Putusan Mahkamah Agung

Nomor 3007 K/Pdt./2014.

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat
dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perseroan komanditer
di dalam hukum Indonesia;
1.3.2 Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pemberian modal atau
inbreng pada perseroan komanditer dan pengertian berserta
penjelasan mengenai nominee dalam Putusan Mahkamah Agung

Nomor 3007 K/Pdt./2014.

1.4 Manfaat Penelitian
Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai:
1.4.1 Segi Akademik
Penulis mengharapkan melalui penelitian ini, penulis dapat
memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu
khusus dalam bidang hukum bisnis mengenai perseroan komanditer
di Indonesia. Selain itu dapat digunakan untuk penelitian yang sejenis

dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.
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1.4.2 Segi Praktis
Penulis mengharapkan melalui penelitian ini, bagi para pembaca,
khususnya para pengusaha yang merencanakan membuat atau yang
sudah terikat dalam perjanjian kerjasama perseroan komanditer dapat
mengetahui batasan-batasan dan aturan-aturan yang telah diatur oleh
pemerintah, yang tertulis dalam Undang-Undang.
1.5 Sitematika Penulisan
Sistematika penulisan ini dimaksudkan agar dapat dengan mudah dan jelas
diketahui adanya hubungan antar bab yang satu dengan bab yang lainnya. Oleh
karena itu, penulis membaginya ke dalam lima bab yaitu:
Bab I: Pendahuluan
Merupakan Pendahuluan yang meguraikan secara jelas latar belakang
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka,
jenis penelitian, jenis data, teknik analisis data, pendekatan penelitian, serta
sistematika penulisan.
Bab Il: Tinjauan Kepustakaan
Berisi tinjauan yuridis dalam pengertian-pengertian mengenai perusahaan,
bahan usaha, perseroan komanditer dan hal-hal lain yang terkait pada skripsi
ini, menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
Bab I11: Metode Penelitian
Bab ini akan menjelaskan mengenai metode pendekatan yang menjadi
landasan penulis, yaitu metode pendekatan, jenis penelitian, tipe penelitian,

sumber dan jenis data teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.
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Bab 1V: Hasil Penelitian dan Analisis
Mengulas dan menjabarkan mengenai ketentuan dalam Undang-Undang
Penanaman Modal, Undang-undang dagang, Undang-undang tenaga kerja
dan undang-undang lain yang berkaitan dengan perseroan komanditer.
Serta yang berisikan pembahasan dan analisis mengenai Putusan
Mahkamah Agung Nomor 3007 K/Pdt./2014.

Bab V: Kesimpulan dan Saran
Merupakan bab penutup dalam skripsi ini yang berisikan kesimpulan-
kesimpulan dan saran, yang didasari oleh hasil peneliian dan pembahasan

dalam penulisan skripsi ini.
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